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KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 30l  TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL DAARUN NAJAH WALANTAKA KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan

madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menvelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional

pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi
persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah
ditetapkan ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Repala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins: Banten tentang
Pemberian lzin  Operasional  Pendirtan  Raudhatul  Athtal
Daarun Najah Walantaka Kota Serang;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubhik

Indonesia Nomor 4301),

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 4586),;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20050 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia  Nomor 4496)  sebagaimmana  telah beberapa Kah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemenintah Nomotr 13 Tahuan
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemenntah
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nastonal Penduhikan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Fabhan 2010 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 0o /70),

Mengingat 2 5

4. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008 tentang Wanb Belayar
Pendidiknn Dasar (Lembaran Negara Repubhik lndonesia Tahun
20068 Nomor 90, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 486.4),

. Peraturan. ..
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S. Pers : . . .
P(:r“;“|'“" Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
'\;t ndidikan {Fl,vmlmrun Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nommor
{ ¢ - ] . P a
:‘4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
941);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lLembaran
1 2 . o

Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 17
Penvelenggaraan

~J

tentang Perubahan atas

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51357);

8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Qtandar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawivah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama lslam

pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
nisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Orga
sia Tahun 2012 Nomor 8351);

(Berita Negara Republik Indone
12 Peraturan Menteri Agama Nomcr 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomeor 1382) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peratural Menterl
Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Repuablik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyvelenggaraan
Pendidikar. Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 2101),

13. Keputusan ......
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13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidil
Tahun 2015 tents ) o hikan Ialam Nomaor |85
2010 tentang Petunjuk Tekmis Pendirian Mael
diselenggarakan oleh masvarakat | g vkt
i) asvarakat sebagaimann telah dhinbind
% * ' o ' |
ﬁltlll‘udﬂ Y putusan Dircktur Jenderal Pendidikan Talam Nomor
p.L ) . , 5 ok
1 ( ‘li 1.1!111311 2010 tentang Perubahan Atas Kepuatusan Direktor
1Pr. nu;nl Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2010 tentang
ctunjuk Teknis Pendinan Madrasah yang tli';r'h'lll-'w'“"*-"r:
oleh masyarakat, -

-mw,%q*_ -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAARUN NAJAH WALANTAKA
KOTA SERANG

KESATU . Memberikan izin operasional pendinan madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Yyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA - Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan wajib:
a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah  peserta didik,
pelaksanaan kurikulum, pelakasanaan pemenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar

pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah

kepada BAP-S/M sesuail ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA . Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat
peringkat minimal C, maka 1zin operasional sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT - Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA Huruf a dinilai  memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimand dimaksud Diktum KEDUA huruf b udak
mendapat  peringkat minimal €, maka izin  operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA . Keputusan ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetaplkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2018 y

KEPALA KANTOR WILAYAT
KEMENTERIAN A .f\ 1A PROVINST BANTEN,
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